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BAB III 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah 

dianalisis diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu alasan 

Penuntut Umum tidak menuntut pidana mati terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi Bansos Covid-19 di Jakarta. Dalam kasus Juliari P. Batubara 

merupakan operasi tangkap tangan (OTT) atau penyelidikan tertutup bukan 

merupakan hasil dari case building melalui penyelidikan terbuka. Setiap 

operasi senyap atau tertutup (OTT) dikenakan pasal suap terlebih dahulu. 

Indonesia hingga saat ini memang benar belum pernah menerapkan 

hukuman mati bagi koruptor. Hukuman terberat yang pernah diterapkan 

adalah hukuman seumur hidup untuk kasus Akil Mochtar dan Adrian 

Waworuntu. Alasan atau penyebab belum diterapkannya hukuman mati ini 

adalah masih adanya ketidakjelasan dan menentukan seseorang melakukan 

tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ini. Dalam peraturan belum 

adanya ukuran yang jelas berapa kerugian negara sehingga dapat dikatakan 

negara dalam keadaan krisis ekonomi. Banyaknya pertimbangan seorang 

jaksa dalam menentukan suatu penututan yaitu berapakah kerugian yang 

ditimbulkan apakah dapat dikatakan menyebabkan kerugian negara, 

kesaksian dari para saksi dan cara yang digunakan dalam melakukan 

korupsi. Alasan lainnya yaitu, Indonesia belum siap menghadapi 
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permasalahan atau ancaman-ancaman dari negara lain jika menerapkan 

hukuman mati ini dikarenakan adanya pelanggarana HAM.  

 

B. Saran 

1. Dalam menindaklanjuti kasus korupsi Juliari P. Batubara dibutuhkan 

penyelidikan dan pemahaman lebih dalam mengenai pasal tersebut 

sehingga Juliari dapat dikenakan pasal tersebut seperti yang diharapkan.  

2. Diperlukan adanya penjelasan yang lebih jelas dalam pasal korupsi 

tersebut sehingga hukuman pidana mati dapat diterapkan serta fungsi 

pasal tersebut dapat dirasakan.  

3.  Bagi jaksa harus teliti, cermat dan berani dalam melakukan penuntutan 

ancaman pidana mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk 

memberikan keadilan bagi yang masyarakat, kebenaran untuk 

penegakkan hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

hukum serta untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana 

korupsi. 
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